PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

UNIVERSITAS PEKALONGAN
DAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

DI KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 192/C.06.01/MoU/IX/2021
NOMOR : 072.2/KB.05/IX/2021

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Septémber tahun Dua Ribu
Dua Puluh Satu (25-09-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. SURYANI

II. FADIA ARAFIQ

Rektor Universitas Pekalongan, berkedudukan di
Jalan Sriwijaya Nomor 3 Kota Pekalongan

berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Samarthya
Mahotsaha Paramadharma Nomor

512/KEP/YAYASAN/D.16.01/1II/2018 tanggal 3
Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas
Pekalongan Masa Jabatan 2018-2022, dalam hal ini
bertindak wuntuk dan atas nama Universitas
Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KESATU.

Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun
Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan,
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021
tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi
Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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Berdasarkan:

I

10.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
©105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014
tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 253);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun
2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2030
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020
tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020
tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan
Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
’;‘;;mn 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Pekalongan Nomor
Peraturan Yayasan Samarthya Mahotsaha Paramadharma Nomor
S11/PER/E.04.01/YSMP/1/2018 tentang Statuta Universitas Pekalongan;
Peraturan Rektor Universitas Pekalongan Nomor 257PER/A.18.01 /IX/2021
tentang Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas
Pekalongan,;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri

disebut PTHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Tridharma Perguruan Tinggi adalah
kewajiban Perguruan Tinggi;

bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat mendayagunakan Perguruan
Tinggi sebagai pusat Penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi.

bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang bertugas
melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk
kepentingan bersama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
dalam rangka peningkatan pembangunan;
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-
masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan
Bersama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten
Pekalongan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai sarana pengembangan
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan potensi dan
sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam melaksanakan fungsi
Tridharma Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pembangunan di
Kabupaten Pekalongan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tridharma
Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi bidang perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi dalam peningkatan dan pengembangan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
oleh Sivitas Akademika dan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PARA
PIHAK sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun
terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama Hll, dﬂﬂ dﬁnﬁt
diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat
dilaksanakan bersama-sama oleh PARA PIHAK maupun masing-masing
PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada penanggung jawab PARA PIHAK untuk dapat
dijadikan dasar penyempurnaan atau perbaikan kerja sama.

Pasal 7
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang
tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan
persetujuan PARA PIHAK dengan suatu addendum yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam
Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk
mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kajen oleh
PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam
rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA
PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki
disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai
arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

SEPULUH R1BU RUPIAH
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